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Keputusan Menteri Dalam HNegeri Nomo
292 tantang Pedoman Organisasi D

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomcr 9 Tahun
1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatzkerjs

P i opinsi. Dasrah Tingkat I
Lampung HNomor 2 Tahun 1995 tentang Organisasi
dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Dasrah’
Tingkat I Lampung.
MEMUTUES KAaHN

UTUSAHN GUBERNUR KEPALA DALRAH TINGKAT I LAMPUNG
TANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERTIA
STAPAN URIT PELAKSANA TEKNIGS DINAS {(UPTD)

JLUHAN DAN  PENGEMBANGAN TERNAK PADA DINAS
ERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

utusan ini vang dimaksud dengan :
intah Daerah adalah Pemarintah Daerah
sl Daerah Tingkat I Lampung:

Daerah adalszsbk Gubernur HEspala Daarah

t I Lampung;
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2. Persiapan Unit Pelsksana Teki 3 uhan
dan Psn geTbaﬁgan Tarnak ada = Unit
a : Dinas Y dan
da = iakan
t a yYang
uhan
£, inas
Kepala
enyuluhan
gternakan
¥yang
848 I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAZ DAN FUNGSI
Baglan Psrtama

Pembentukan

Pasal 2
Dengan Keputusan ini UFPTD

Penyuluhan dan Pengembangan
Bagian Kedus

Kcuud\l =4 R

Pasal 3
{13 UPTD Penvuluhan dan Pengembangan Ternak
unsur Pelaksar Kan
i‘)ﬁﬁ'}"iﬁ;undﬁ, an

(2} UPrPTh Pcn}l.u.uh

ocleh ;aa‘aﬁ;

UPTD: RPepvuluhan  dan Pengembangan
ai tugas pengkaJian, teknclogi terapan
ernakan dan percontchan.

Bagian Kaem oat
Fungsi
Pasal &
n mer;clenng akan tugas sebagaimana
£ abu pada Pasal 4, Parsiapan UPTD Penyuluhan
dan Pengembangan Ternak mempunvai fungsi -
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Bagian Kelimsa
Seksi Tata Operasional

Pasal 1¢

Saksi Tata Cperasions mpunyai tugas
melaksanakan penyuluhan, Jjian teknologi
terapan dibidang caternal dan mengadakan
pelatihan.

Pasal 11

Untuk menyvelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada pasal 10, Seksi Tata Operasional
mempunyal fungsi :

a. Melaksanakan penyvuluhan dan pelatihan:

5. Melzaksanakan pen“kajia? teknologi terapan

dibidang peternakan dan percontchan;

c. Manyiapkan peserta, penyuluh, dan pslatih:

d. Menyiapkan bahan materi, sarana penyuluhan dan

pelatihan.
Pasal 12
Zeksi Tata Operasional terdiri dari
a. Bub Seksi Penvuluhan dan Pelatihan;
L. Sub Szsksi Tsknologl dan Percontchan.
Pasal 13

{1} sub Seksi Penyuluhan dan Pelatihan mempunvai
ti men 31\.!::»5..!!1 Kk i d
oE han, men &
Konsumsi dan aka
celatihan:

{2) sub Seksi Teknologi dan mempunyai
tugas menyliapkan tsmpat, rana, ternak untuk
pengkajian tekneologl terapan dibidang peternakan
dan percontochan.

Baglan HKeempat
“slompok Jabatan Fungsional
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsionzsl mempunyal tugas
melaksanakan sebagian kegiatan teknis UPTD
b d“r pengﬂmua;gan ternak sesuai  keahlian
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BAB 1V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Sambil menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri
tentang Pembentukan UPTD, maka penugasan dan

pemberhentian Kepala UPTD dan perangkat bawahannya
ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Sub
Bagian dan Seksi wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan tugas masing-masing.

(2) setiap pimpinan satuan organisasi wajib
melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal vang belum diatur dalam Keputusan ini

akan diatur kemudian sepanjang mengenai
pelaksanaannya.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Telukbetung
14 Maret 1997.

GUBERNUR KEPALA DA TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO

DTDgr
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PERSIAPAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN TERNAK PAabA
DINAS PETERNAKAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

KEPALA DINAS

KEPALA
UPTD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 192Th. 1997

TANGGAL : L Marep-1997.

SUB BAGIAN
TATA USAHA

|

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI
TATA OPERASIONAL |

SUB SEKSI TEKNO
LOGI & PERCONTOH

GUBERNUR KEPALA DAERAK

/ﬁ

SUB SEKSI PENYU
DAN PELATIHAN

‘TANGKAT I LAMPUNG,




